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PUTUSAN
Nomor 617 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksaperkaraperdatapadatingkatkasasitelahmemutussebagaiberikutdal
amperkaraantara:
ADE HUSNI IRAWAN, yang semula bertempattinggaldi
Kampung Dua Cikunir Jalan Sawo |, Nomor 18,
RT003,RW015,KelurahanJaka Sampurna,Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat, kemudian berubah
menjadi Jalan Kosambi Dalam Nomor60A, Slipi, RT002,
RWO002, KelurahanJatiPulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikuasa
kepada Charles Marudut ,S.H.,dankawan, Para Advokat
pada SkyLaw Firm beralamat di APL Tower Lantai7 Unit T9
Jalan Letjend. S. Parman Kav.28 TanjungDurenSelatan,
GrogolPetamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Juni2022;
PemohonKasasi;
Lawan
PT. BANK PAN INDONESIA TBK, berkedudukandi Menara
Imperium LG-LF-M Metropolitan Kuningan Superblok Kav 1,
HR. Rasuna Said, KelurahanGuntur, Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta;
TermohonKasasi;
Dan
1-KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) BEKASI,berkedudukandiJalanSersan
Aswan Nomor8 D, Margahayu, Bekasi Timur,Kota Bekasi,
Jawa Barat;
2-HANA TRESNA WIDJAJA,S.H, Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, yang beralamat
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di Wijaya Grand Centre,Blok F-45, Jalan Darmawangsa
Raya, Jakarta Selatan;
Para TurutTermohonKasasi;

MahkamahAgungtersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariputusanini;

Menimbang, bahwaberdasarkansurat-surat yang bersangkutan,
PenggugatdalamgugatannyamemohonkepadaPengadilanNegeriBekasiuntuk
memberikanputusansebagaiberikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat | untuk menghentikan
segala upayapenyelenggaraan lelang termasuk upaya
pengosonganterhadap objek sengketa, sebelum ada putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terhadap objek
sengketa sebagai berikut:

e Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:
Kavling No. E.1 — 14, KelurahanJati Bening, KecamatanPondok Gede,
Kota Bekasi, Jawa Barat;
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5042/Jatibening;
Luas: 310 m?
Atas Nama: Ade Husni Irawan, SE Akuntansi;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19bertentangan dengan

Pasal 18 UU Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomorl8 danl9 tidak sah dan batal

demi hukum;
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4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terkait dengan Akta
Perjanjian Kredit Nomorl8danl9 beserta seluruh perubahan Akta
Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara melawan hukum;

5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terkait dengan Akta
Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19 batal demi hukum;

6. Menyatakan penyelenggaraan lelang terkait objek jaminan dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19 tersebut tidak sah dan bertentangan
dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI
Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

7. Menyatakan penyelenggaraan lelang terkait objek jaminan dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomor18 dan 19 batal demi hukum;

8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan aquo;

9. Menyatakan putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar bij
Vooraad) dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau,

ApabilaMajelis Hakim Yang MuliapadaPengadilanNegeri Bekasi yang

memeriksadanmengadiliperkaraa quoberpendapatlain, mohonputusan yang

seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono);
Menimbang,bahwaterhadapgugatantersebutTergugatdanTurutTergu
gat Imengajukaneksepsi yang padapokoknya:

EksepsiTergugat:

- Eksepsiberkenaan dengan kompetensi relatif;

- Gugatan komulatif;

- Gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel);

EksepsiTurutTergugat I

- Eksepsimohondikeluarkansebagaipihak;

- Eksepsinon persona standi in judico;

BahwaterhadapgugatantersebuttelahditolakolehPengadilanNegeriBe

kasi  denganputusanNomor  166/Pdt.G/2021/PN  Bks., tanggal 29

Desember2021, yang amarnyasebagaiberikut:
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I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat | untuk seluruhnya;
[l. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;
lll. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp1.306.000,- (satujutatigaratusenamribu
rupiah);

Kemudianputusantersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Bandung
denganputusanNomor186/PDT/2022/PT BDG, tanggal22 April 2022;

Menimbang,
bahwasesudahputusanterakhirinidiberitahukankepadaPemohonKasasipadata
nggal7
Juni2022kemudianterhadapnyaolehPemohonKasasidenganperantaraankuas
anya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal7
Juni2022diajukanpermohonankasasipadatanggall6
Juni2022sebagaimanaternyatadariAktaPernyataanPermohonanKasasiNomor
166/Pdt.G/2021/PNBks.,JunctoNomor186/PDT/2022/PT BDG.,
JunctoNomor29/Akta.K/2022/PN Bks., yang
dibuatolehPaniteraPengadilanNegeriBekasi,
permohonantersebutdiikutidenganmemorikasasi yang memuatalasan-alasan
yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeritersebutpadatanggal28
Juni2022;

Menimbang, bahwapermohonankasasia gquobesertaalasan-
alasannyatelahdiberitahukankepadapihaklawandengansaksama,
diajukandalamtenggangwaktudandengancara yang ditentukandalamundang-

undang, olehkarenaitupermohonankasasitersebutsecara formal dapatditerima;

Menimbang, bahwaberdasarkanmemorikasasi yang
diterimatanggal28 Juni 2022yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPutusanini, PemohonKasasimeminta

agar:
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1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor
186/PDT/2022/PT-BDG tertanggal 22 April 2022 JunctoPutusan Pengadilan
Negeri Bekasi Nomor 166/Pdt.G/2021/PN.Bks, tertanggal 22 April 2022;
DAN MENGADILI SENDIRI:

DalamProvisi:

1. Memerintahkan TermohonKasasidan Turut TermohonKasasil untuk
menghentikan segala upaya penyelenggaraan lelang termasukupaya
pengosonganterhadapobjeksengketa, sebelum ada putusan Pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terhadap objek
sengketa sebagai berikut:
e Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:
Kaving NomorE.1 — 14, KelurahanJati Bening, KecamatanPondok
Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5042/Jatibening;
Luas : 310 m%;
Atas Nama:Ade Husni Irawan, SE Akuntansi;

2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Uang Paksa
(dwangsom) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

DalamPokokPerkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomorl8danl9bertentangan
dengan Pasal 18 UU Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;

3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomorl8 danl9 tidak sah dan
batal demi hukum;

4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terkait dengan
Akta Perjanjian Kredit Nomorl8danl9 beserta seluruh perubahan Akta
Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara melawan hukum;
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5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terkait dengan
Akta Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19 batal demi hukum;

6. Menyatakan penyelenggaraan lelang terkait objek jaminan dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19 tersebut tidak sah dan
bertentangan denganPasal 53 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI
Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

7. Menyatakan penyelenggaraan lelang terkait objek jaminan dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomorl8 dan 19 batal demi hukum;

8. Memerintahkan Termohon Kasasi | dan Termohon Kasasi Il untuk
mematuhi isi putusan aquo;

9. Menghukum Termohon KasasidanTermohon Kasasilserta Termohon
Kasasi Il untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau,

ApabilaMajelis Hakim AgungYang MuliapadaMahkamahAgung yang

memeriksadanmengadiliperkaraa quoberpendapatlain, mohonputusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);
Bahwaterhadapmemorikasasitersebut,

TermohonKasasitidakmengajukanko ntramemorikasasi;

Menimbang, bahwaterhadapalasan-
alasantersebutMahkamahAgungberpendapat:
Bahwaalasan-alasankasasitidakdapatdibenarkan,

olehkarenasetelahmenelitisecarasaksamamemorikasasitanggal28 Juni 2022

dihubungkandenganpertimbanganJudexFactidalamhaliniPengadilan Tinggi

Bandung yang

menguatkanputusanPengadilanNegeriBekasi,tidaksalahmenerapkanhukum,

denganpertimbangansebagaiberikut;

- BahwaPenggugattidakdapatmembuktikandalilgugatannya;

- BahwaPenggugattelahmenerimafasilitaspinjamankreditdanternyataPenggugatt
idakdapatmelunasikreditnyameskipuntelahdiperingatisecaratertulisnamunPeng
gugattetaptidakmelaksanakankewajibannyauntukmembayarhutangnya,olehkar
enaituPenggugatselakuDebiturtelahwanprestasidanobjekhaktanggungandilela

ngsesuaiprosedurhukum yang sah;
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Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan di atas,
ternyatabahwaputusanJudexFacti/Pengadilan Tinggi Bandung
dalamperkarainitidakbertentangandenganhukumdan/atauundang-undang,
makapermohonankasasi yang diajukanolehPemohonKasasiAde Husni Irawan,
tersebutharusditolak;

Menimbang,
bahwaolehkarenapermohonankasasidariPemohonKasasiditolakdanPemohon
Kasasiada di pihak yang
kalah,makaPemohonKasasidihukumuntukmembayarbiayaperkaradalamtingk
atkasasiini;

MemperhatikanUndangUndangNomor 48 Tahun 2009
tentangKekuasaanKehakiman, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985
tentangMahkamahAgungsebagaimana yang
telahdiubahdanditambahdenganUndangUndangNomor 5  Tahun 2004
danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 3 Tahun 2009
sertaperaturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI
1. MenolakpermohonankasasidariPemohonKasasiADE HUSNI IRAWAN,
tersebut;
2. MenghukumPemohonKasasiuntukmembayarbiayaperkaradalamtingkatka
sasiinisejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);

DemikianlahdiputuskandalamrapatmusyawarahMajelis

HakimpadahariSenintanggall0 April
20230lehiGustiAgungSumanatha,S.H.,M.H.Hakim Agungyang
ditetapkanolehKetuaMahkamahAgungsebagaiKetuaMajelis, Dr. H.

Panjiwidagdo, S.H., M.H., danDr. H. Haswandi,S.H..S.E., M.Hum., M.M.,
Hakim-hakimAgungsebagai
HakimAnggotadandiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujuga
olehKetuaMajelisdengandihadiri Para Hakim Anggotatersebutdanoleh Dr.
Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., PaniteraPenggantidengantidakdihadirioleh
para pihak.
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Hakim-hakimAnggota: KetuaMajelis,
ttd./ttd ./

Dr. H. Panjiwidagdo, S.H., M.H.I GustiAgungSumanatha, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H. Haswandi,S.H.,S.E., M.Hum., M.M.

PaniteraPengganti,
ttd./
Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

T.Meterai ... Rp10.000,00
2Redaksiccciiinnn. Rp10.000,00
3. Administrasikasasi........... Rp480.000,00

Jumlah .........................Rp500.000,00

Untuk Salinan
MahkamahAgung RI
a.n. Panitera
PaniteraMudaPerdata

ENNID HASANUDDIN.
Nip.19590710 198512 1 001
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